BUPATI BOJONEGORO

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 175 /KEP/412.11/2014

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/13/KEP/412.11/2014
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN ANGGARAN 2014
BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa schubungan dengan adanya mutasi Pejabat di

Mengingat

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka
Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/ 13/KEP/412.11/ 2014
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Bojonegoro Nomor
188/168/KEP/412.11/2014 tentang Perubahan Keempat
Atas Keputusan Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/
2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pcjabat Scbagai
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan
Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun
Anggaran 2014, perilu diadakan perubahan terhadap
Lampirannya dan menetapkannya kembali dalam Keputusan
Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Dacrah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara:

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah scbagaiumana iclah diuban yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teniang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penycienggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yanchrsumbcrda:iAngga.mnPendapamndanBelmﬁa
Dacrah secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

BojoncEoTs,;
Peraturan Daecrah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bojonegoro;
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peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Qrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bojonegoro scbagaimana telah diubah yang kedua kalinya
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
11 Tahun 2013 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor
10 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2008tenmngomrmiaasidan’rsm Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 2 Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  Nomor H
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009
tentang Sis Prosedur Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

2014;
MEMUTUSKAN :

Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas
Keputusan Bupat Bojonegoro Nomor
188/13/KEP/412.11/2014  tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
BojonegomTahunAngaanOM.
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iom 4 {(Kuasa Pengguna Anggaran) set'claljl Lajur
!l;eempat 'ditambah, schingga harus ditulis dan
dibaca scbagal berikut :
“DJOKO SETIO,S.Kom.

NiP. 19760212 200312 1 013" _
Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Lajur
Kelima yang semuia tertubis:

«CHOIRUN N‘lsgmz -

71032

S!flin:\?mygs diubah, sehingga harus ditulis dan
dibaca sebagai berikut :

yang ula .
UH WIDAJAKA TJ, BE, ST, MM.

NIP. 19580203 198303 1 020° o )
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

«SATITO HADI, ST, MT.
NIP. 19720625 200112 1 004"
4. Nomor Urut 17 pada :

a.

Kolom4(KunsaPenmun&Anggamnjymgscmula
tertulis:
« . MOCH. HUSIN, Dipl.ATP, Sp.
NIP. 10591104 198903 1 007
- WAHYUDI HARJANTO, SH. S.Pd, MM.
NIP. 19580310 198401 1 001
- Ir. HEFDI TAUFIK

NIP. 19660523 199703 1 001

- Ir. CAHYA EDI NUSANTARA, M.Si
NIP. 19651219 199303 1 010
. SAPTO SUMARSONO, ST. MM.
NIP. 19670303 198710 1 001"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan
dibaca sebagai berikut :
« . MOCH. HUSIN, Dipl.ATP, Sp.
NIP. 19591104 198903 1 007
- SAPTO SUMARSONO, ST. MM.
NIP. 19670303 198710 1 001
- Ir. MASAHID, MM.
NIP. 19630510 198603 1 032
. Ir. CAHYA EDI NUSANTARA, M.Si
NIP. 19651219 199303 1 010
- RETNO WULANDAR], ST.
NIP. 19761015 200212 2 006"
Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Lajur
Ketiga yang semula tertulis:
“RADITYO BISMOKO, ST.
NIP. 19811210 200903 1 005"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan

dibaca sebagai berikut :
“BAYU WICAKSONO,ST.

NIP. 19860918 201101 1 0127
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tuan dalam Keputusan Bupat Bo:onegqm Nomodr
\33.-1-:.-1.:_5;9/412,11;2014 tentang Pcnun;ukanx an
;cn’ganékatan Pejabat Sebagel Pengguna Anggaran, unsﬂ' .
dan Bendahara pada Satuan Kerja
i ten
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah l(abup;hh
Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 sebagaimanad
diubah dengan :
i Nomor
Keputusan Bupati Bojonegoro
1?&!39;1&'.?/412.11;2014 tentang pembr:romnr Atas
utusan upati Bojoncgoro jomo B
188,‘13!!(5?/412.11[2014 tentang PenumuAk:n o
tan Pejabat Sebagai Penggund ggaran,

a.

Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
i j Nomor
b. Keputusan Bupat Bojonegoro
18817411{EP1412.11/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Keputusan Bupati Bojoncgoro Nomordm
188/13]KEPI412.1U2014 tentang Penunjukan

ngkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,
mmgunamggamnmaenmmpada&mm

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojoncgoro Tahun Anggaran 2014;

c. Keputusan Bupat Bojonegoro Nomor
188/156[KEP!412.11/2014 tentang Perubah:n Ketiga
t ] omor

Atas Keputusan
188/13!!(139[412.11/2014 tentang Penunjukan dan
tan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;
Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor
1881168[KEPI412.11[2014 tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :
138{13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,
Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan
:a Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014,

1. Nomor Urut 3, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran)
“Ir. SUTANTO EDY SURYONO

NIP. 19590914 198303 1 006"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

BIYANTO, SE,, MAP,

NIP.19690607 199202 1 001"



5. Nomor Urut 1
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8 Kolom 6 (Bendanara Pengeluaran
Pembantu) Lajur Kedua yang semula tertulis:
« BUDI SUGIARTO, SE.

NIP. 19850830 200903 1 003" ‘
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut
“ KARIONO

NIP. 19831017 200901 1 003"

. Nomeor Urut 19, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran)

Lajur Kesatu yang semula tertulis :
«ARDHIAN ORIANTO, S.STP.
NIP.19780316 199612 1 002" .
Selanjutnya diubah, schingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :
«gDY SUBROTO, SH.

NIP. 19650527 198603 1 0017

_ Nomor Urut 26 pada :

a. Kolom4(KmaaPensgunaAnggs.mni setelah Lajur
Kelima yang semula tertulis :
«AGUS SUBAGYO, S.SoS.
NIP. 19600809 198003 1 006"

dibaca sebagai berikut :
“NURISKI IMANDARI, S.Kom,MM.
NIP. 19770113 200112 2 002°
b. Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Lajur
Keempat yang semula tertulis:
“PUJI HERAWATI
NIP. 19620507 1983 2 025"
Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan
dibaca sebagai berikut :
“RA. FRIDA ERNAWATI
NIP. 19600113 198203 2 005"

_ Nomor Urut 28, Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran

Pembantu) Lajur Kedua yang semula tertulis :

“RIZKY FIRMANSYAH,S.Hut.

NIP. 19840113 200903 1 002"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

“NONO HARI BUDIYANTO, SP.

NIP. 19630619 200112 1 001"

. Nomor Urut 29, Kolom 5 (Bendahara) yang semula

tertulis :

“NINIK SUSILARINI,S.Sos.

NIP. 19690925 199202 2 003"

Sclanjutnva diubah. sehingga harus ditulis dan dibaca
sebagai berikut :

“SUMAJI, A.Md.

NIP. 19680225 199103 1 005"
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